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PUTUSAN
Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Ska
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 Maret 1967, umur 58
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga,
tempat kediaman di Dxxxx Kota Surakarta, Jawa Tengah, dengan

domisili elekteronik pada alamat email xxxx ; sebagai Penggugat;
Lawan

Xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 03 Maret 1966, umur 59
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bengkel, tempat
kediaman di Xxxx, Kota Surakarta, Jawa Tengah; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2025
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Ska, tanggal
03 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 1983 Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 30 November 1983, saat menikah

Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah Penggugat yang beralamat di Xxxx, Kota Surakarta selama
kurang lebih 10 tahun;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah
merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. Xxxx, Perempuan, lahir di Surakarta, 27 Oktober 1985, usia
39 tahun, (sudah menikah);
b. Xxxx, Perempuan, lahir di Surakarta, 23 februari 1990, usia

35 tahun, (sudah menikah);

C. Xxxx, Perempuan, lahir di Surakarta, 20 Februari 1992,

usia 33 tahun, (sudah menikah)
4, Bahwa pada sekitar akhir tahun 1992 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai goyah, disebabkan terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah dan
memilikiwWanita Idaman Lain (WIL) sehingga pergi meninggalkan
Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mencapai puncaknya pada kurang lebih tahun 1993 terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan tidak kembali ke kediaman bersama. Penggugat sudah
berusaha mencari Tergugat ke keluarga Tergugat dan tempat kerjanya
namun tidak bertemu Tergugat. Sejak saat itu Penggugat tidak sanggup
menjalani rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan
oleh keluarga Tergugat dan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat kediaman terakhir yang diketahui oleh
Penggugat tentang keberadaan Tergugat di rumah saudara Tergugat
yang bernama Marsudi yang beralamat di Xxxx, Kota Surakarta;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah
tidak ada hubungan lahir maupun batin kurang lebih selama 31 tahun;
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9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat

mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

dan tidak dapat disatukan dalam rumah tangga Tergugat sudah pergi

meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan (f) Jo.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan (f);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugutan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Xxxx)
kepada Penggugat (Xxxx).

3. Menetapkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah
faskh.

4, Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Ska yang dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx, atas nama Penggugat,

bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan

aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 30 November

1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Jebres , kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan

telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2

B. Saksi:

1. Xxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Xxxx, Kota Surakarta Saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah kakak kandung;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada
tahun 1983;

- Bahwa, Pernikahan Penggugat dan  Tergugat
dilaksanakan sekitar 42 tahun yang lalu;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
membina rumah tangga di rumah Penggugat di Debegan selama 10
tahun ;

- Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis mulai akhir tahun 1992 karena Tergugat tidak

memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki WIL yang
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kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pulang
kerumah kediaman Bersama,;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pergi sampai saat ini
selama 31 tahun dan Tergugat tidak pernah menjenguk
Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan keluarganya sudah berusaha
mencari Tergugat tapi tidak ketemu;

- Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan

nasehat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil.

2. Xxxx, umur 63 tahun, agama Kisten , pekerjaan -, bertempat tinggal di
Dxxxx Kota Surakarta, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada
tahun 1983;

- Bahwa, Pernikahan Penggugat dan  Tergugat
dilaksanakan sekitar 42 tahun yang lalu;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat
membina rumah tangga selama 10 tahun tinggal bersama di rumah
Penggugat di Debegan ;

- Bahwa,dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat
dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 1992 karena
Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat
memiliki  WIL yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan tidak pulang kerumah kediaman Bersama,;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pergi sampai saat ini
selama 31 tahun , selama itu pula Tergugat tidak pernah
menjenguk Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan keluarganya sudah berusaha
mencari Tergugat tapi tidak ketemu;

- Bahwa, Pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan
nasehat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan gugatan asli yang
diserahkan Penggugat di persidangan secara tatap muka dengan dokumen
yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dan ternyata
sesuai, karenanya perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Lampiran Bab
Il Huruf C. Persidangan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi
dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah sejak akhir tahun 1992 antara Penggugat dan Penggugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan
masalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat
memiliki WIL akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 1993 hingga
sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya
suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
Surakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 30 Nopember 1983.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
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isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1
Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak akhir tahun 1992 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi , Tergugat
tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 1993 hingga sekarang
dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
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merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290 yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

wc«m.....:&\\na\t..7jj o) el 1) Og).d\d\au. J“ML@ bjj\l
@J\:{k ,.A‘»

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
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terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
patut dikabulkan;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Xxxx) kepada

Penggugat (Xxxx).

4, Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Romadhon 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. lhsan Wahyudi,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.Sl. dan Dra Hj.
Dhurrotul Lum'ah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
dengan mengunggahnya pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
H. Edy Iskandar, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis

Drs. lhsan Wahyudi, M.H

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.SlI. Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H
Panitera Pengganti

H. Edy Iskandar, S.H.M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 100.000,00
- Panggilan :Rp 7.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
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